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WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

Menimbang

Mengingat

NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA

PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

:a. bahwa dalam rangka penyesuaian kebutuhan harga belanja Bahan

Bakar Minyak pada Perangkat Daerah pengguna yang dikarenakan
adanya perubahan harga jual konsumen Bahan Bakar Pertamina,
maka Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 29 Tahun 2020 tentang
Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran
2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota
Gunungsitoli Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 29 Tahun 2020 tentang
Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran
2021, perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 29 Tahun 2020
tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun
Anggaran 2021;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota
Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4931);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau dalam Rangka Mengahdapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057,
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan
Bangunan Gedung Negara;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
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Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT /M/2007 tentang
Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,
dan Pegawai Tidak Tetap;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015 tentang
Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang
Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang
Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan
Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah;

Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
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Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli;

Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 34 Tahun 2013 tentang
Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Kota
Gunungsitoli;

Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Gunungsitoli, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota
Gunungsitoli Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Gunungsitoli;

Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 37 Tahun 2014 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli;

Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Gunungsitoli
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli
Nomor 59 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Gunungsitoli Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Inspektorat Kota Gunungsitoli;

. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli
Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;

Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Gunungsitoli;
Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Gunungsitoli;
Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 53 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli
Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Gunungsitoli Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli;

Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 60 Tahun 2019 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota
Gunungsitoli;



Memperhatikan :

Menetapkan

1. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Gunungsitoli Nomor 600/1719/PUPR/2021 tanggal 25 Mei 2021
Perihal : Permohonan Persetujuan Perubahan DPPA-SKPD, terkait atas
terjadinya fluktuasi harga BBM di Kota Gunungsitoli per tanggal 01
April 2021.

2. Surat dari Kepala Region Manager Retail Sales I Pertamina Propinsi
Sumatera Utara Nomor 348/Q21030/2021-S3 tanggal 31 maret 2021
perihal: Harga Jual Keekonomian BBM Pertamina Untuk Propinsi
Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KOTA
GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 29 Tahun 2020
tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2020 Nomor 30)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Walikota Gunungsitoli Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 29 Tahun 2020 tentang
Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran
2021 (Berita Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2020 Nomor 9) diubah

sebagai berikut :

Lampiran 2 Bagian VIII.LA Nomor Urut 3 diubah sehingga bagian VIILA

berbunyi sebagai berikut :

No NAMA BARANG SPESIFIKASI SATUAN HARGA
1 2 3 ) 5
A. | BAHAN BAKAR MINYAK
DAN GAS
1 | Bensin (Gasoline RON 88) Bensin Bersubsidi Liter Rp. 6.450
2 | Minyak Solar (Gas Oil) Solar Bersubsidi Liter Rp. 5.150
3 | Dexlite (Bio Solar) Solar Non Subsidi Liter Rp. 9.700
4 | Minyak Tanah (Kerosene) Minyak Tanah Non Subsidi Liter Rp 11.000
5 | Gas Elpiji Isi ulang bersubdidi (Tabung Tabung | Rp. 28.000
melon 3 Kg)
6 | Gas Elpiji isi ulang Elpiji Bersubsidi Tabung Rp. 90.000
(Tabung Pink 5,5 Kg) Bright
Gas)
7 | Gas Elpiji isi ulang Elpiji Non Subsidi Tabung | Rp. 185.000
(Tabung Biru 12 Kg)




Tabung Gas Elpiji Tabung Melon 3 Kg Buah Rp. 166.500

Tabung Gas Elpiji Tabung Pink 5,5 Kg Bright Gas Buah Rp. 333.000
10 | Tabung Gas Elpiji Tabung Biru 12 Kg Buah Rp. 444.000
11 | Regulator Tabung Gas Standar Buah Rp. 166.500

Keterangan : Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas menyesuaikan dengan harga yang ditetapkan oleh
Pemerintah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 27 Mei 2021

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,
ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 27 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

.

ORANI WILFRID LASE, SH
PEMBINA
NIP. 19700424 200112 1 002




